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PENDAHULUAN

L atar Belakang

Lagu atau musik adalah bahasa universal. Setiaqgarengenal musik, mulai dari
masyarakat primitif, sampai masyarakat modern. Karausik merupakan eksporasi jiwa
dengan nada-nada indah. Selain dari pada itu nugi&kmerupakan penyejuk batin yang
sedang dilanda kegelisahan. Bahkan musik dapatnglati kecerdasan anak, dengan
memperdengarkan alunan musik klasik pada anak dedamtungan dan pada anak balita
pada waktu tidurnya. Seorang ahli neuro dari University of Californlavine,
berpendapat bahwa janin dalam kandungan dapat mgad@n suara dan bereaksi
terhadap bunyi yang di dengarnya dengan bergifak berdasarkan penelitian ilmiah.

Musik pada awalnya dimainkan dengan alat-alat $eaher dan tradisional, seperti
rabab, saluang, dan sebagainya. Pada mulanya musik- rakyat itu hanya
diperuntukkan untuk upacara-upacara adat atau tgpdemgamaan. Namun sekarang
dengan kemajuan teknologi telah berubah ke alag yalbih canggih (modern), seperti
gitar listrik, drum, keybord dan lain sebagainyaaSni musik tidak lagi untuk mengiringi
upacara adat atau upacara keagaman tapi untuk giamer

Musik merupakan hasil ciptaan manusia yang dapaembus kultur suatu daerah
bahkan suatu bangsa. Kita lihat saja pada hasikmngaag dihasilkan anak bangsa. Musik-
musik tersebut telah menembus sampai kemancandégdulean penyanyinya menjadi
idiola. Seperti lagu Bengawan Solo, yang dapat atigikan oleh orang Jepang, dan

bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa jepang.

70.

1 dr suririnah, 2008Buku pintar kehamilan dan persalindakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, him

2 Ibid him 70.



Di samping itu musik ternyata mempunyai nilai ekoig Bernilai ekonomi disini
menyangkut angka, yang akhirnya bersandar kepaug @ia nilai ekonomis musik ini
dikelola dengan baik, maka apa yang dicita-citatalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yakni menciptakasyarakat yang makmur akan
terwujud. Kita contohkan dengan kehidupan para snustlas atas Indonesia seperti
Ahmad Dhani yang mendapatkan banyak uang melahgip&an lagu. Apalagi terhadap
musik daerah (tradisional), pemerintah perlu metaku peran yang strategis untuk
mengeksploitasinya dengan baik.

Untuk mengurangi pengangguran, industri hak ciptarupakan salah satu
solusinya. Hal tersebut dapat dilihat dari perasiitiyang diadakarStichting voor
Economische OnderzodISEO) Universitas Amsterdam pada tahun 1993 mekanju
bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkamd@eatan tetapi juga menambah
jumlah tenaga kerja nasional.

Penyajian di atas menunjukkan bahwa hak cipta isadaelah bergeser menjadi
sebuah komoditi komersial, yang mana dapat menguna@ngangguran dalam suatu
Negara. Namun semua itu, perlu disadari bahwa ipé& terutama lagu rakyat merupakan
aset suatu Negara. Salah satu yang dapat kita ld@rtoyaitu musik minang seperti
kesenian tradisional yang merupakan aset bangsa seamgat berharga baik dari aspek
ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai aset eksné&msenian tradisional terbukti
memiliki nilai komersil yang tinggi dengan banyakngpresiasi dari dunia internasional.
Namun lebih penting lagi, kesenian tradisional adalarisan budaya yang memiliki arti
penting bagi kehidupan adat dan sosial karenaldimdgya terkandung nilai, kepercayaan,
dan tradisi, serta sejarah dari suatu masyarakadl. IBeberapa kesenian tradisional
lainnya misalnya tidak hanya berfungsi sebagai rambbubelaka, namun di dalamnya

terkandung penghormatan terhadap arwah leluhurndannilai magis religius lainnya.



Misalnya orang Batak atau orang Bali, pada waktuninggal salah seorang kerabat
mereka mendendangkan lagu-lagu daerahnya masinggnastuk ketenangan arwah
orang meninggal tersebut.

Bila hak cipta lagu rakyat khususnya lagu minang dikaitkan dengan hukum
internasional termasuk hubungan internasional telah mendapat posisi yang strategis.
Isu-isu konvensional dalam hubungan internasional berkisar pada masalah kedaulatan,
kekuatan militer, dan pengaruh ekonomi-politik amagara, seiring dengan perjalanan
waktu, isu-isu nonkonvensional tersebut telah mgisrkan. Termasuk juga pada beberapa
dekade terakhir memunculkan hal-hal baru yang diaranya meliputi kejahatan
transnasional, pemanasan glokglblbal warming. Namun isu teknis bisa pula menjadi
problema dalam relasi antar Negara, salah saturfena yang terjadi saat ini adalah
wacana pembajakan atas ciptaan (karya seni) saagsh.

Suatu pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangiaikir tentang Hak Cipta
adalah: apakah yang akan terjadi di dunia ini fidak diberikan perlindungan terhadap
hak cipta seperti hak cipta atas karya-karya tuhisisik, seni dan sastra serta ilmu
pengetahuan.

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskaru veaktahun-tahun untuk
mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akamparkaya kehidupan manusia.
Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diagbagai pencipta atau tidak diberikan
perlindungan, karya-karya tersebut mungkin tidaknakbernah diciptakan sama sekali.
Jika tidak seorang pun peduli terhadap ciptaanipen&arya tersebut, maka tidak ada

seorangpun yang akan bersedia mencipta. Mungkanteigk ada dana insentif ekonomi



untuk pencipta hasil karya tersebut ataupun inspnbadi untuk memperoleh pengakuan
sebagai pihak yang telah menyumbang sesuatu kepailaastra dan ilmu pengetahdan.
Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikbahwasannya
hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan gara ggembaharuan masyarakat.
Pendapatnya yang demikian ini bertolak dari pandartgntang fungsi hukum di dalam
masyarakayang dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar kahpajuan hukum itu ?
Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini padsiarntarakhir tujuan pokok dari hukum,
apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adakatiban(order). Disamping ketertiban
tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya kamadyang berbeda-beda sisi dan
ukurannya menurut masyarakat dan zamannnya. Untekcapai ketertiban dalam
kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepassi@mdsuatu masyarakat yang teratur.
Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakarwdatanpa kepastian
hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakanhngi® tidak mungkin
mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yangkdibefiuhan kepadanya secara
optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Sseladengan pemikiran yang
dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengegamabakat-bakat dan kemampuan
manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mekanagla termasuk melalui
penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sgghitegcapai suatu kepastian
hukum.
Oleh karena itu, keluarnya berbagai aturan mengpedindungan terhadap karya
musik dan lagu sebagai bagian dari hak cipta. BglaeiPerjanjian Internasional yang

berkaitan dengan perlindungan hak cipta, diantarany

% Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt daorfi Surya Utomo. 2006Hak Kekayaan
Intelektual Suatu PengantaBandung: PT Alumni, him 89-90.

* Mochtar Kusumaatmadja. 197Bungsi dan Perkembangan Hukum Dalam PembangunaioiNds
Bandung: Binacipta, him 2-3.



1. Konvensi Bern (The Bern Convention) untuk perlinglaim karya sastra dan seni.
Serta ciptaan-ciptaan para Pencipta dari negararaegnggota termasuk di
antaranya karya tertulis seperti buku, laporan. yKararsitektur, Karya
Sinematografi seperti film dan video. Karya-karydaptasi, seperti terjemahan
karya tulis dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kilanfkoreksi seperti
Ensiklopedia dan Antologi. Konvensi ini di adakamadp tahun 1886 dan
diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan InteleRuaia (WIPO). Indonesia
menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997.

2. Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (Jdmeral Agreement on
Tariffs and Trade (GATT)) yang mencakup perjanjiaternasional mengenai
aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangakilarirrade Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPS)

3. Konvensi Hak Cipta UniversalTtie Universal Copyright ConventiofCC))
pada tanggal 6 September 1952 kemudian direviSlagiis pada tanggal 24 Juli
1971.

4. Konvensi Internasional untuk perlindungan para kpelgperforme), produser
rekaman suara dan lembaga penyiarBime(Rome ConventipnMasing masing
mempunyai hak hak tersendiri.Terdiri dari Artis isrtpelaku (Performing
Artis).Produser-produser rekaman (Producers of &g@am).Dan Lembaga-
lembaga penyiaran (Broadcasting Organisations)uifd961.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern (Tahun J8@érdasarkan asas
konkordasi, karena pada waktu itu Indonesia bedad@am jajahan negara Belanda yang
ikut serta menjadi angota konvensi tersebut padgge 1 November 1912. Akibatnya

Indonesia semenjak tahun 1912 telah memiliki Ugddndang Hak Cipta (Auteurstwet)



berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 i (Staatsblad Belanda Nomor
197)

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memgidiin keengganan untuk
menerapkan Undang-Undang Hak Cipta warisan peraériolonial. Indonesia menarik
diri dari keikut sertaannya di Konvensi Bern padhun 1958, dengan alasan Indonesia
masih perlu memperbanyak karya-karya asing demngkatan standar pendidikan, serta
bahwa Indonesia tidak layak menjadi anggota konvarena hukum HKI yang berlaku
masih warisan kolonial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghomsnaremasi hukum.
Supremasi hukum dimiliki Negara berasal dari kondegara hukum. Supremasi hukum
mengakibatkan hukum diletakkan pada posisi lelmgdii dibandingkan norma sosial dan
norma-norma lainnya. Sebagai akibatnya, segala yhalj mengatur perikehidupan
berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, bukatadskan atas kekuasaan belaka.
Mengenai hal ini, dicantumkan dalam konstitusi Ungl&Jndang Dasar Negara Republik
Indonesia pada Amandemen ketiga, Pasal 1 ayat N&gara Indonesia adalah negara
hukuni.

Kemudian Undang-Undang Hak Cipta ini mengalami pahan-perubahan, yaitu
pada tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 6 T4B8&, tahun 1987 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tahun 1997 dehyatang-Undang Nomor 12
Tahun 1997 dan terakhir direvisi dengan Undang-dgddomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2002 yamgmuat perubahan-perubahan
untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaberdpa hal yang perlu untuk

member perlindungan bagi karya-karya intelektudidding hak cipta, termasuk upaya

® Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt daori Surya UtomoQp.Cit, him 66.



untuk memajukan perkembangan karya intelektual yeangsal dari keanekaragaman seni
dan budaya tradisional Indone8ia.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya lwgta, menjadi instrumen
perlindungan hukum utama atas kesenian tradisibm#dnesia. Harus diakui bahwa
mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalargakemodasi perlindungan dan
pemanfaatan yang layak bagi karya tradisional. Elpta merupakan hak yang dimiliki
oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatengenai hak tradisional yang
dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Bakysuku di Indonesia mewarisi secara
turun temurun suatu kesenian adat tradisional,ngghi pemegang hak atas kesenian
tersebut bukan orang perseorangan melainkan koasuieitsebut secara keseluruhan.

Persaingan global bukan berarti setiap orang atagama untuk mencapai
tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Iklinsgiegan usaha secara sehat harus
dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi martka, kejujuran, keadilan dan
pengharapan atas karya orang lain. Semua ini bhartuintuk dapat menghasilkan tingkat
dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dgrag orang mengingat pada abad ke-21
terjadi perubahan yang sangat cepat di bidang teggnanoneter, industri, dan kegiatan
bisnis/usaha sehingga membutuhkan sumber daya rmayarsgy betul-betul andal untuk
mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan. KMagalddak setiap orang dapat
bersikap jujur dan mau menghargai jerih payah oetag Negara lain dengan mudahnya
melakukan pelanggaran hak cipta.

Seperti contoh di Amerika serikat, dalam sebuabriEpHouse Reporpada tahun
1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia gdéaigukan oleh para pembajak di

Amerika Serikat, telah melebihi 100 juta dollar Aika.’

® Ibid, him 94.
" H.R. Report No.487, 926 Cong.,"LSept, 2 (1971), Frank L. Fine, “Record Piracy Aviddern
Problems of Innocent Infringement: A Coorparativaalysis of United States And British Copyright law”



Indonesia juga menjadi pelaku pelanggaran hak .c&nurut laporan tahunan
Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangmerika Serikat
(USTR-United States Trade Representajvimdonesia sebelum tahun 2000 merupakan
satu-satunya Negara ASEAN yang masuk ke dalam d&atBgority Wacth List(daftar
Negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) unkasus-kasus pelanggaran HKI.
Kedudukan ini sekelas dengan Negara lain sepeirta, Bulgaria, Israel, Malaysia dan
Brunai Darussalam serta Afrika Selatan.

Indonesia di samping menjadi pelaku pelanggaranchak ternyata juga menjadi
korban pelanggaran hak cipta. Salah satu contoyaryg terjadi antara Indonesia dengan
Malaysia. Ada saja duri yang coba ditancapkan Madale kaki semua orang Indonesia,
hal ini dapat kita lihat banyak terjadi penirugtagiat) atau pembajakarpifacy) suatu
karya cipta. Pembajakan hak cipta merupakan suradakan pelanggaran. Berdasarkan
rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal & @ UUHC, maka unsur-unsur
pelanggaran adalah sebagai beriRut :

1. “barang siapa”, ini menandakan yang menjadi subglekk adalah “siapapun”
disamping manusia termasuk pula “badan hukum” dempbrasi”. Dalam UUHC,
“barang siapa” bisa ditujukan antara lain kepadaldku” dan “Produser Rekaman
Suara”. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, apenatau mereka yang
menampilkan, memperagakan, memperunjukan, menyamyikmenyampaikan,
mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musikyaj tari, sastra, folklor, atau
karya seni lainnya. Produser rekaman suara adakaigcatau badan hukum yang
pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawahukimhelaksanakan perekaman

dari suatu pertunjukan maupun perekaman bunyiyainn

Santa Clara Law Riew, vol. 21, 1981, hal 361 dattendra Tanu Atmadja. 200Blak Cipta Musik Atau Lagu
Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, him 3

8 Suara Pembaharuan, Rabu, 19 Juli 2000.

® Makalah “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dihugian Dengan Sistem Pendaftaran HKI”,
2002.



. “dengan sengaja”’, kebanyakan tindakan pidana meyapumsur kesengajaan atau
“opzet bukan unsuculpa (kelalaian).
. “tanpa hak”, dalam UUHC yang berhak hanyalah péntikk cipta dan pihak yang
menerima hak itu dari pencipta. Pengalihan dagakwkan melalui perjanjian, surat
kauas, hibah dan diwariskan. Tanpa pengalihanetseaka tindakan itu merupakan
tanpa hak.

“mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkagngedarkan atau
menjual’, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUHC pengoamu adalah pembacaan,
penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atayelpgian suatu ciptaan dengan
menggunakan alat apapun, termasuk media intertest, raelakukan dengan cara
apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didatay dilihat orang lain.
. “hak cipta” dan “hak terkait”.

Menurut Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang No.19 Tall@22'Negara memegang

Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyahg menjadi milik bersama, seperti
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,ajean tangan, koreografi, tarian,
kaligrafi dan karya seni lainnya.Dari kutipan ini, Negara mempunyai hak moral dan

sekaligus hak ekonomi atas kebudayaan Nasionalbdatuk-bentuk kesenian lainnya.

Sangat disayangkan bahwa tidak adanya Peraturamderg-undangan yang secara

khusus mengatur tentang kebudayaan dan kesendasidral.

Contoh kasus penjiplakan aset budaya Indonesia radglara tetangga Malaysia
telah sering dilakukan seperti, klaim Angklung, Bétonorogo, Wayang, Bati, Sate, kain
tenun bahkan tidak ketinggalan lagu Ranah Minamtang Sungai Garinggiangang
digunakan tanpa ada penjelasan dalam sebuah edegyebisia Festival 2007 di Osaka,

Jepan{f. Lagu Rasa Sayange yang dikenal berasal dari Makiki diklaim juga oleh

19 Koran Harian Singgalang, tanggal 27 Oktober 2007.



Malaysia sebagai bagian dari budaya asli merekakda dipakai sebagai lagu resmi
Malaysia Truly Asia yang dinyanyikan dengan iraniekd dan ditambahi beberapa lirik
musik untuk promosi pariwisata Malaysia.

Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, yatisemua permohonan
pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadaleselitian mengenai hak pemohon,
kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaaércipta. Berdasarkan hal tersebut maka
kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan deggats dengan dinyatakan batal oleh
pengadilan niagd. Disamping pendaftaran yang bersifat pasif, temyagsih terdapat
kelemahan dalam hak cipta, khususnya bagi laguatalBBanyak lagu rakyat yang tidak
diketahui siapa penciptanya atau tertera nama sanpanciptanya Walaupun pemerintah
memegang hak cipta terhadap ciptaan yang tidaktalike penciptanya, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 11 UUHC 2002

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya@igtaan itu belum diterbitkan,
Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebuk ukepentingan
Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidé#éethhui Penciptanya atau pada
Ciptaan tersebut hanya tertera nama samBexciptanya, Penerbit memegang
hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingaciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidééethhui Penciptanya dan/atau
Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Cipteasebut untuk
kepentingan Penciptanya.

Namun perlindungan hak cipta tersebut tetap tidagat dilindungi oleh pemerintah.
Buktinya saja seperti di atas, lagu minang kitadijan musik Negara lain untuk musik
pariwisatanya. Atau banyaknya musisi Indonesia yaw@gnainkan musik daerah untuk
kepentingan komersil. Tetapi dari kegiatan yangkdikan oleh pembajak dan/atau plagiat
tersebut Negara tidak memperoleh royalti terha@dqcipta yang dilindunginya tersebut.

Pada mulanya, hakekat perlindungan Hak Cipta lakyat oleh masyarakat

tradisional tidak dikenal di Indonesia, karena éednan dengan budaya kekeluargaan dan

M Lihat Pasal 42 Undang-undang nomor 19 Tahun 2802mng Hak Cipta.



komunal. Tetapi perkembangan dari sistem perlindarfgukum dan eksploitasi ekonomi
yang berlebihan oleh pihak lain, mengakibatkan &&grya masyarakat dan individu
tersebut harus dilindungi dari tangan-tangan yarepjarah secara tidak bertanggung
jawab. Oleh karena itu karya masyarakat di Ind@nescara tradisional perlu diberikan
perlindungan hokum, setelah kita hadapi kenyataalmwh ciptaan mempunyai nilai
ekonomi yang cukup menjanjikan. Walaupun dalam gagdn masyarakat tradisional
umumnya, lebih menonjol nilai moral hak cipta dada nilai ekonominya.

Di lain hal, kenyataannya di Indonesia sendiri krgera seniman secara hukum
belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakapun kalangan seniman itu
sendiri. Contohnya dalam lagu rabab yang kurangn@ditnoleh masyarakat sekarang
sehingga rabab ini pudar dikalangan masyarakandibgkan lagu-lagu pop yang sedang
popular, Hal tersebut dapat disebabkan oleh barlbed, antara lain HKI (Hak Kekayaan
Intelektual) sebagai sebuah institusi hukum dirasalkbelum mampu melindungi
kepentingan hukum para seniman. Boleh jadi senintan sendiri merasa tidak
“‘membutuhkan” perlindungan HKI. Dalam hal ini tarkpga sang seniman lebih
memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepantimgpralitas dirinya ketimbang
keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang Non®rTéahun 2002 melindungi
kedua kepentingan tersebut.

Di samping itu kemajuan teknologi ternyata merupgb@dang bermata dua dalam
penegakan hukum hak cipta. Pemerintah Indonesgh tblerupaya memberlakukan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengeniaidungan terhadap kesenian
tradisional atau warisan budaya takbenda di wilafasionalnya, diantaranya adalah
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MeKiudayaan dan Pariwisata No0.42
Tahun 2009 dan No0.40 Tahun 2009 mengenai Pedomésstdtean Kebudayaan.

Pemerintah juga dalam rangka menyusun sebuah Rgartddndang-undang tentang



Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektwalgdtahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional, yang tentu saja daegera disahkan menjadi sebuah
Undang-undang.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertamituku membahas mengenai
perlindungan hak cipta lagu rakyat supaya apa yita-citakan dalam Undang-Undang

Hak Cipta dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di ataka pokok permasalahan yang
akan penulis teliti sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta ladgyataditinjau dari sistem
pendaftaran Hak Cipta ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap gengan lagu rakyat?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang ultdek oleh pemerintah

Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cigpa takyat?

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mealget mengenai perlindungan
hak cipta lagu rakyat. Secara rinci sesuai dengamgsalahan di atas maka tujuan khusus
penelitian ini adalah:
1. Memperoleh jawaban mengenai pengaturan perlinduhgkrcipta lagu rakyat
ditinjau dari sistem pendaftaran hak cipta;
2. Memperoleh jawaban mengenai bentuk-bentuk pelaaggdrak cipta terhadap

perlindungan lagu rakyat.



3. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindutg&um yang dilakukan

pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggdadcipta lagu rakyat.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, Penulis mengharapkan tulisanapatimenambah dan memperkaya
khasanah ilmu hukum sebagai lampu penaaaich light menemukan kekurangan-
kekurangan dalam perlindungan terhadap hak cipa ftakyat. Sehingga kekurang-
kekurangan tersebut dapat ditambal guna kesempudiaesa depan.

b. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini befasrbagi seniman, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya dalam upaya perlindunghiadi&p karya cipta lagu
rakyat. Di samping itu, penulisan tulisan ini tenta bermanfaat bagi penulis untuk

dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar taegiskum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum perlindungak cipta lagu rakyat
dihubungkan dengan sistem pendaftaran hak ciptdagi dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungapakla pencipta atau
pemegang hak cipta lagu rakyat atas ciptaanny& sgpaan tersebut diumumkan
dan ada saksi. Sistem pendaftaran yang dianut hadsiliem deklaratif yaitu
pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mernapa hak cipta dan
pengumuman pertama diperlakukan sama dengan perataft Tanda bukti
pendaftaran akan dijadikan bukti awal dalam sida@ggadilan jika terjadi sengketa
dikemudian hari.

2. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungak btipta kepada lagu
rakyat namun belum mengatur secara lengkap ser@hnkemahnya penegakan
hukum atas pelanggaran hak cipta dibuktikan dengesih maraknya terjadi
pelanggaran terhadap hak cipta termasuk lagu rakyat

3. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikannukrhgan hukum kepada para
pencipta dan hasil ciptaannya termasuk hak cig@a fakyat dengan dikeluarkannya
UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yaitu perlindungan melp&ndaftaran hak cipta serta
sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran lpg&. dlamun dalam prakteknya
masih banyak para pencipta melalui hasil ciptaaricgdk memperoleh perlindungan.
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjpdmbajakan hasil karya musik atau

lagu termasuk lagu rakyat, yang sangat merugikaoiptnya.



B. Saran
Sehubungan dengan perlindungan hak cipta musik lagu rakyat dihubungkan
dengan system pendaftaran HKI maka dapat dibes&ean-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelakaagabaru khususnya dalam
pendaftaran hak cipta karena sudah tidak sesugadedUHC yang baru. Terhadap
sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklarngang dilakukan tanpa
pemeriksaaan substantif sebaiknya dalam perapgiaksana yang baru Dirjen HKI
sebagai penyelenggara pendaftaran hak cipta terldahulu harus melakukan
pemeriksaan substantif terhadap permohonan peralafthingga permohonan
pendaftaran yang diterima adalah orang yang besraartberhak atas suatu ciptaan.
Diperlukan peranan yang aktif dari jajaran Dirjeklldampai kedaerah-daerah.

2. Untuk menanggulangi tindakan pembajakan ini dappbkéi cara seperti yang
dikemukakan Roy Suryo, yaitu dengan tidak menarapilkecara utuh suatu karya
cipta di internet.

3. Dirjen HKI beserta jajarannya sebagai penyelergggpendaftaran hak cipta
hendaknya lebih peka dan tegas untuk mengambi gikaindakan atas pelanggaran
hak cipta yang terjadi sebagaimana yang diatur dledang-undang Hak Cipta
nomor 19 tahun 2002. Diharapkan semua kebudayalmmésia yang beraneka ragam
dapat dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan m@uadat dari pemanfaatan tanpa

izin oleh pihak asing.
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